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MOTTO 

 

“Alwayssaimshighs work hard, sand caresdeeply about what yousbelieve in”
1
 

“Pasang cita-cita setinggi langit, kerja keras, dan sangat-sangat peduli pada apa 

yang kamu percayai” 

(Hillary Rodham Clinton) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Hillary Rodham Clinton, A Woman Living History, hlm. 2 
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BABiI  

PENDAHULUAN 

 

1.1 LatariBelakang 

Semua manusia pasti  di dalamkkehidupannya selalu menghadapi suatu 

ketidakpastiankbaikkyangkbersifat spekulasikataupun murnikyang mana dapat 

menimbulkankkerugian. Serigkali ketidakpastiankbersifat murni ini yang disebut 

dengan risiko. Risiko sendiri terbagi dalam dua kelompok, yaitu risiko 

fundamental dan risiko khusus. Risiko fundamental ini bersifat kolektif dan 

dirasakan oleh seluruh masyarakat, seperti halnya risiko politis, kekonomis, 

sosial, kbahkan dankinternasional. Sedangkankrisiko khususkini cenderung 

bersifat lebih individual, contohnya seperti risiko terhadapAharta benda,Adiri 

sendiri, Adan kegagalan usaha. Untukvmenghadapivini tentunyavdiperlukan suatu 

instrumen atau alatvsebagai pencegahan untuk mengurangivtimbulnya risiko itu. 

Instrumeniatauialatiiniidisebutidenganijaminanisosial.
2
 

Menurut Kennet Thomson, dalamSRegionalSTrainingSSeminarSISSA di 

Jakarta pada bulandJunidTahun 1380, mengatakandbahwa: “JaminandSosial dapat 

diartikandsebagaidperlindungan yang diberikandoleh masyarakatdbagi anggota-

anggotanyaduntukdrisiko-risiko ataudperistiwa-peristiwa tertentu dengandtujuan, 

sejauhdmungkin,duntukdmenghindari terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut yang 

dapat mengakibatkandhilangnya ataudturunnya sebagiandbesar penghasilan, dan 

untuk memberikan pelayanan medis dan/atau jaminan keuangan terhadap 

konsekuensidekonomi dari terjadinya peristiwadtersebut, sertadjaminan untuk 

tunjangandkeluarga dandanak”. Undang-undangdNomord6 Tahund1974 tentang 

Ketentuan-ketentuanAPokokAKesejahteraanASosial, dalam Pasal 2Aayat (4) 

dinyatakan: “JaminanAsosial sebagaiAperwujudan dariAsekuritas sosialAadalah 

seluruhAsistem perlindunganAdan pemeliharaanAkesejahteraan sosialAbagi 

warga NegaraAyang diselenggarakanAoleh pemerintah dan/atauAmasyarakat 

guna memeliharaAtaraf kesejahteraanAsosial”.
3
 

                                                           
2
 Zainal Asikin, Ed 1 . Cet 5, Dasar-dasar hukum perburuhan, PT RajaGrafindo Persada, 2004, 

hlm. 98.  
3
 Ibid, hlm. 99.  
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Tenagakerja dalamApelaksanaan pembangunanAmempunyai peranan dan 

arti yang pentingvyaitu sebagaivsuatu unsur penunjang untuk keberhasilan dalam 

pembangunanvnasional, tenagakerja inilah yang mempuyai hubungan kerja 

dengan perusahaan yang mana merupakan potensi untuk meningkatkan 

produktivitas sehingga mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan 

pengembangan terhadap kesejahteraannya untuk meningkatkan kesejahteraan 

tenagakerja dan keluarganya tersebut dengan  cara melalui program jaminan 

sosial.
4
 

Bagi tenaga kerja jaminan sosial sangatlah diperlukan untuk meningkatkan 

produktivitas, apabila tenagakerja yang bekerja tanpa adanya 

jaminan/kesejahteraan sama sekali.
5
 Jaminan sosial inilah yang merupakan bagian 

terpentingvbagi pemerintahvdan masyarakat, disampingvupah yang cukupvserta 

syaratvkerja yangvmanusiawi karena untuk memperolehvjaminan sosialvsering 

tidak dapatvdilepaskan darivusaha perbaikanvupah. Upah dan jaminan sosial 

mempunyai pengertian yang berbeda, Upah merupakan hasil dari suatu 

pendapatanvtenaga kerja yang akan dibawa pulangvke rumahvtake homepay yang 

merupakanvbalas jasavlangsung atas tenaga dan pikiranvyang telah dilakukan 

dalam suatu prosesvuntuk produksi, baikvproduksi berbentuk barang maupun 

produksi berbentuk jasa. Jaminan sosial sendiri merupakan bagian dari 

kesejahteraan sosial karyawan/tenagakerja yang diterima sebagai upah tambahan. 

Jaminan sosial inilah yang menjadi hak bagi tenagakerja yang berbentuk 

tunjanganvseperti: uang, pelayanan, dan pengobatan yang mana merupakan 

penggantivpenghasilanvyang berkurang yang dialamivoleh tenaga kerjavberupa: 

kecelakaanvkerja, sakit, hamil, bersalin hari tua, meninggal dunia dan 

menganggur.
6
 

ProgramBjaminanBsosial adalah programBperlindungan yangBbersifat 

mendasar bagi tenagakerja, tujuannya untukLmenjaminLadanya keamananLdan 

kepastianLrisiko-risiko sosial yang dihadapi. ProgramLini merupakanLsarana 

                                                           
4
 Senjun H. Manulang editor Andi Hamzah, Pokok-pokok hukum Ketenagakerjaan Indonesia, 

Rineka Cipta, 1990, hlm 129. 
5
 Ibid, hlm. 130. 

6
 Ibid, hlm. 131. 
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penjaminLpenghasilan bagi tenagaLkerja dan keluarganyaLdengan pembiayaan 

yang terjangkauLoleh pengusahaLdan tenagaLkerja.
7
 

Sebagai salah satu bentuk dorongan Negara untuk membentuk BPJS 

sebagai amanat dari UU SJSN adalah berasal dari gerakan buruh/pekerja bersama 

elemen masyarakat yang tergabung dalam Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) 

dengan melakukan gugatan warga Negara (Citizen Law Suit) menuntut Negara 

(Presiden dan DPR) segera mengundangkan UU BPJS sebagai badan yang akan 

menjadi penyelenggara dan pelaksanaan jaminan sosial. Dengan dikabulkannya 

gugatan tersebut dan desakan masyarakat tidak lama berselang akhirnya UU BPJS 

disahkan dalam siding Paripurna DPR dan kemudian diundangkan menjadi 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. 

Program BPJS Ketenagakerjaan berupa jaminan kecelakaan kerja, hari tua, 

pensiun, hingga jaminan kematian juga menimbulkan pro kontra khususnya 

perihal manfaat pasti yang diterima oleh peserta yang nilainya jauh dari harapan 

pekerja/buruh. Terlebih dalam beberapa kondisi nyatanya terdapat banyak warga 

negara yang telah mendapatkan manfaat pelayanan jaminan sosial yang lebih baik 

dari program BPJS baik dilihat dari kemudahan penggunaan manfaat ataupun 

jumlah manfaat yang diterima. 

Sebagai wadah pemenuhan hak dasar warga negara, kondisi yang dulu ini 

adalah realita yang harus diterima namun wajib segera diperbaiki. Penolakan 

terhadap BPJS adalah suatu kemunduran. Namun demikian, negara juga perlu 

melindungi dan memperhatikan aspirasi warga negaranya yang berkembang 

dengan cara memastikan manfaat jaminan sosial yang biasa diterima tidak 

dikurangi dengan terselenggaranya program jaminan sosial wajib yang dilakukan 

oleh BPJS. Dengan kata lain, kewajiban menjadi peserta BPJS tidak dapat ditolak 

namun pemenuhan hak jaminan sosial yang telah biasa diterima dengan manfaat 

yang lebih baik tidaklah boleh dikurangi terlebih dihilangkan. 

Bahwa dalamSipermohonanSiyang diajukan ke MahkamahSiKonstitusi 

mengenai permasalahan yang terjadi antara PT Perusahaan Listrik Negara 

(Persero) dengan BPJS mengenai Kepesertaan yang bersifat wajib pada UU No 24 

Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan 

                                                           
7
Agusmidah, Hukum  Ketenaga Kerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Ghalia Indonesia, 

2010, hlm. 127. 
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bahwa tidak menjamin Jaminan Sosial yang diberikan oleh BPJS lebih baik dari 

Jaminan Sosial yang dimiliki oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 

tersebut, maka pemohon mendalilkan beberapa Pasal dalam Undang-Undang 

BPJS untuk diujiLdengan Pasal-PasalLdalam UUDNRI 1945SIyang nyatanya 

berbeda dasar pengujiannya dan berbeda maksud pengujiannya dengan rincian 

sebagai berikut: 

1. Pasal 4 Huruf G UU BPJS bertentangansdengansPasal 28D ayat (1) 

dansPasal 28H ayat (3) UUDNRI 1945sJikasDimaknai Mengurangi 

ManfaatsYangsSudahsMenjadisHaksPeserta. 

2. Pasald14 UU BPJS bertentangan dengan Pasald28C ayat (2), 

Pasald28D ayat (1), Pasald28H ayat (3), dan/atau Pasald34 ayat (2) 

UUDNRI 1945MJika DimaknaiMMengurangi ManfaatMYang Sudah 

MenjadiiHakiPeserta. 

3. PasalM15 ayat (1) UU BPJS bertentanganndengan Pasaln28D ayat (1), 

Pasaln28H ayat (3), dan Pasaln34 ayat (2) nUUDNRI 1945 Jika 

DimaknainMeniadakannManfaat LebihnYang Sudah Menjadi Hak 

Pekerja DannKewajiban PemberinKerja Untuk MengikutinProgram 

Jaminan SosialnTambahan. 

Berdasarkan dari uraian diatas,nmaka penulis tertarik untuknmembahas 

lebih lanjut permasalahannUndang-Undang dengan mengambil Juduln “KAJIAN 

YURIDISMPUTUSANMMAHKAMAH KONSTITUSIMNOMOR 47/PUU-

XIV/2016 BERKAITAN KEPESERTAAN JAMINAN BADAN 

PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak 

seluruhnya permohonan pemohon dalamMPutusan MahkamahnKonstitusi 

Nomor 47/PUU-XIV/2016? 

2. ApaNimplikasi Hukum PutusanNMahkamahNKonstitusi Nomor 47/PUU-

XIV/2016 terhadap keberlangsungan Serikat Pekerja PLN? 

1.3 Tujuan Penelitian 

DalamZpenulisanMskripsi ini terdiri dari dua tujuan yang ingin dicapai 

yaitu, meliputiitujuan umumidan tujuanikhusus yaitu : 
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1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang hendak dicapai di dalam penulisaniskripsi ini yaitu : 

1. Guna memenuhiMdanMmelengkapi tugas akhir yang diajukan sebagai 

prasyarat akademisnyang diperoleh gelar SarjanaMHukum pada 

FakultasdHukumdUniversitasdJember. 

2. SalahNsatu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan 

hukum yang diperoleh dari perkuliahanNyang bersifat teoritis dan 

praktik yang terjadi dalam masyarakat. 

3. Menambah pengalaman dan memberikan sumbanganNpemikiran yang 

bergunaNbagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultasNhukum 

dan almamater. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Selain tujuan umum, terdapat pula tujuan khusus yangshendak dicapai di 

dalam penulisansskripsi ini yaitu : 

1. Mengetahui dan menjelaskan dasar PertimbangannHakimnMahkamah 

Konstitusi menolak seluruhnya PutusannMahkamah KonstitusinNomor 

47/PUU-XIV/2016. 

2. Mengetahui dan menjelaskannImplikasi HukumnPutusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016 terhadapnkeberlangsungan 

serikat pekerja PLN.  

1.4 Metode Penelitian 

 1.4.1 TipeIPenelitian 

Pengertian penelitianNhukum pada dasarnya merupakanNsuatuMproses 

untukMmenemukanNprinsip hukum, aturan hukum, maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawabnisu hukum. Di kemampuan dibidang ilmu hukum ini 

dibutuhkanMuntukMmengidentifikasi masalah-masalah hukum, melakukan 

penalaranNhukum, menganalisisNmasalah hukum yang kemudianNmemberikan 

ide atau pemecahan atas permasalahan tersebut.
8
 Penelitian penulisan skripsi ini 

dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukumMyang berlaku, kemudian 

                                                           
8
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Predana  Media Group, 2014, hlm.  

60.  
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dihubungkan atau dikorelasikan dengan permasalahannyang akanndianalisis 

dalamnpenelitiannini.
9
 

1.4.2 Pendekatan Masalah  

PendekatanNyang digunakanNdalam permasalahan yangNdibahas dalam 

skripsiNini menggunakan metode penelitian pendekatanNundang-undang (statue 

approach) Ndan pendekatanNkonseptual (conceptual approach) serta pendekatan 

asas-asasnhukum (legal principle approach). 

Pendekatannundang-undang (statue approach) merupakan pendekatan 

yangndilkukan denganncara menelaah semuanundang-undang dan regulasinyang 

dihubungkan dengan permasalahan hukumnyang sedang diteliti. Pendekatan ini 

mempelajari konsistensindan kesesuaiannantara suatu perundang-undangndengan 

perundang-undangnlainnya.
10

 

Pendekatannkonseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan 

darinpandangan danndoktrin-doktrin yangnberkembang didalamnilmu hukum. 

Peneliti dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin-doktrin akan 

menemukannide baru yangnakannmemunculkan pengertian-pengertian dan asas-

asas hukumnyang relevannatas permasalahan yang telah diteliti. Pendekatan inilah 

yang merupakan dasar bagi penelitindalam membangun suatunargumentasi 

hukum dan memecahkannpermasalahannyangnditeliti.
11

 

Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatannUndang-Undang (stattue approach)ndan Konseptual (conceptual 

approach) yang menggunakan bahan-bahan Hukumnseperti: BahannHukum 

Primer, BahannHukumnSekunder dan Bahannnon Hukum yang berasal dari buku-

buku, ataupun literatur hukum, dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 1.4.3 SumberIBahanIHukum 

Sumber-sumber dalamIpenulisanIskripsiIini dapat dibedakan menjadi dua 

yaituIberupa bahan-bahanIhukumIprimer dan bahan-bahanIhukum sekunder. 

Selain dari kedua sumber bahanIhukum, maka penulis jugaIdapatImenggunakan 

bahan-bahanInonIhukum. 

                                                           
9
 Johny Ibrahim, Teori Dan Metodologi Hukum Normatif, Jakarta, Banyumedia, 2008, hlm. 31. 

10
 Peter Mahmud Marzuki, Teori...,op.cit, hlm. 133. 

11
 Ibid, hlm 136. 
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a. BahanIHukumIPrimer 

BahanIhukum primerImerupakan bahanIhukum yangIbersifatIautoritatif, 

artinyaImemiliki otoritas.
12

 Bahan yang diperoleh melalui studi kepustakaanIyang 

meliputiIperundang–undangan, yurispudensi, dan buku literatur hukum atau 

bahan hukumItertulis lainnya,
13

 BahanIhukumIprimerMyangIdigunakan dalam 

penulisanIskripsi iniIadalah: 

1) Undang-UndangIDasarINegaraIRepublikIIndonesiaITahunI1945; 

2) Undang-UndangINomorI24ITahunI2003ItentangIMahkamah 

Konstitusi; 

3) Undang-UndangINomorI40ITahunI2004ItentangISistemIJaminan 

SosialINasional; 

4) Undang-UndangnnNomornn28nnTahunnn2011 tentang Badan 

PenyelenggaraIJaminanISosial; 

5) Undang-UndangnnNomonn48nnTahunnn2009n tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

6) Peraturan PemerintahnnNomornn12nnTahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan; 

7) Peraturan PemerintahMNomorM85MTahun 2013Mtentang Tata 

Cara HubunganMAntar LembagaMBadanMPenyelenggara 

JaminanMSosial; 

b. BahannHukumnSekunder 

Bahan hukum sekunder yang terutamanadalah buku-bukunhukum 

termasuknskripsi,ntesis,ndan desertasi hukumndannjurnal-jurnal hukum. Serta 

komentar-komentarnatasnputusan pengadilan.
14

 Bahannhukum sekundernyang 

akanndigunakan dalamnpenulisan skripsi ini yaitu: buku-buku (literature), jurnal-

jurnalnhukum,nmedia cetaknmaupunnmedianelektronik (internet),nsertanmakalah 

yangnterkaitndengannBPJS. 

c. Bahan non Hukum 

Sumber bahannnon hukumnmerupakan bahan sebagainpenunjang selain 

dari sumbernbahan hukumnprimer dannsekunder. Merupakan bahan hukumnyang 

memberikan tambahan petunjuknmaupun penjelasannlain terhadap bahannhukum 

primerndan sekundernuntuk penulisan penelitian skripsi, bahan ini diambilndari 

media cetak maupunnmedia digital,nbuku-buku nonnhukum yangnrelevan dan 

lainnsebagainya. 

                                                           
12

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Predana Media Group, 2014, hlm 

136. 
13

 Abdulkadir Muhammad, Op.cit, hlm. 151. 
14

 Peter Mahmud Marzuki, Op.cit, hlm .195. 
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 1.4.4 Analisis Bahan Hukum 

 AnalisisMbahanMhukumMmerupakanMsuatu metodeMuntuk menemukan 

jawabannatasnpermasalahanndalam penelitian yangnakan dibahas. Dalamnproses 

ini penulisMharusMmemperhatikanMdan menggunakanMbeberapa langkah-

langkah untuk memperoleh jawaban atas penelitiannya yaitu: (1) mengidentifikasi 

fakta hukumMdan mengeliminasiMhal-hal yang tidakMrelevan untuk menetapkan 

permasalahan hukum yangMhendak dipecahkan; (2) pengumpulanMbahan-bahan 

hukum danMsekiranya dipandangMmempunyai relevansiMjuga bahan-bahan non 

hukum; (3) melakukanMtelaah atas permasalahanMhukum yangMdiajukan 

berdasarkan bahan-bahan yangMtelah dikumpulkan; (4) menarikMkesimpulan 

dalam bentukMargumentasi yangMmenjawab permasalahanMhukum; dan (5) 

memberikanMpreskripsi berdasarkanMargumentasi yang telah dibangun di dalam 

kesimpulan.
15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Ibid, hlm. 213. 
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BABiII  

TINJAUANiPUSTAKA 

 

2.1 Badan Penyelenggara JaminaniSosial  

2.1.1 Badan Penyelenggara JaminaniSosial 

Jaminanssosial dalamsbahasa Inggris disebutMdengan istilah Social 

Secutity. Istilah yang dipakai pertama kali secara resmiMoleh Amerika Serikat 

dalamNsuatu undang-undang yangsbernama ThesSocialsSecuritysActsOfs1935. 

Kemudian New Zeland padastahun 1938 memakai secarasresmissebelum dipakai 

olehsILO (InternationalMLabourMOrganization). Menurut ILO: “Social Security 

padanprinsipnyanadalah sistemnperlindungan yang diberikannoleh masyarakat 

untuknparanwarganya, melalui berbagainusaha dalam menghadapinrisiko-risiko 

ekonomi ataunsosial yangndapat mengakibatkannterhentinya/sangat berkurangnya 

penghasilan”.
16

 

PeraturanMMenteriMTenagaMKerja danMTransmigrasi RI Nomor: PER-

03/MEN/1980 mempertegas pengertian Jaminan Sosial yang berbunyi didalam 

PasalS2Sayat (1) menenyatakan, bahwa: “program jaminannsosial adalah program 

yangnmeliputi jaminannsakit, hamil,nbersalin,nhari tua/pensiun, kecelakaan/cacad 

danimeninggaliduniaibagi tenagaikerjaidan/atauikeluarganya”.  

PengertianiJaminanisosialidapat diartikan secara luasidan secaraisempit 

dalamipengertian yangiluas jaminanNsosial iniNmeliputiNpula usaha-usahasyang 

berupa:
17

 

a. Pencegahan danMpengembangan, yaituMdiMbidangMkesehatan, 

keagamaan,nkeluarganberencana,npendidikan, bantuan hukum dan 

lain-lainnyangndapatndikelompokkan menjadi pelayanan sosial 

(socialnsecurity). 

b. Pemulihanndannpenyembuhan, sepertinbantuan untuknbencananalam, 

lanjutnusia, yatimnpiatu,npenderita cacadndan berbagainketunaan 

yangndapatndikelompokkan dalamnpengertian berupanbantuannsosial 

(socialnassistence). 

c. Pembinaan,ndalam bentuknperbaikan gizi,nperusahaan,ntransmigrasi, 

koperasindannlain-lain yangndapatndikategorikanndalam sarana sosial 

(socialninfranstructure). 

                                                           
16

 Zainal asikin, Ed 1 . Cet 5, Op.cit. hlm. 98-99. 
17

 Ibid, hlm. 100-101. 
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Sedangkanmdalammpengertian yangmsempit jaminanmsosial ini meliputi 

usaha-usaha dimbidang perlindungannketenagakerjaan, yangnberupa bantuan 

sosial dan asuransi sosial. MenurutnUndang-Undang Nomorn24nTahun 2011 

tentang BadannPelayanannJaminannsosial (Pasaln1 angka 1) definisinBadan 

PenyelenggaranJaminannSosialnadalah “BadannPenyelenggara Jaminan Sosial 

yang selanjutnyandisingkatMBPJSMadalah badan hukum yangMdibentukMuntuk 

menyelenggarakanMprogramMjaminanMsosial”, dan (PasalM1 angka 2) defisini 

JaminanMSosialMadalah “salahnsatuibentuk perlindunganisosialiuntukimenjamin 

seluruhirakyatiagaridapatimemenuhiikebutuhanidasarihidupnyaiyangilayak”.  

Undang-UndangmNomor 24mTahunn2011mjuganmenetapkanmKebijakan 

JaminaniSosialiNasionaliyang akanidiselenggarakaniolehiBPJS,iyang terdiriidari 

BPJSiKesehatan danmBPJSiKetenagakerjaan. KhususmuntuknJaminan Kesehatan 

Nasionaln(JKN)nakan diselenggarakanMolehmiBPJS Kesehatan. Namun secara 

operasional,MpelaksanaanmJKNmditetapkan didalam PeraturanmPemerintahidan 

PeraturanmPresiden. Penetapan berupa perundang-undangan yang perlu 

diimlementasikan adalah merupakan tujuan diperuntukkan untuk kepentingan 

masyarakat.
18

 

Program-program jaminan sosial yang diamanatkan oleh Undang-Undang 

NomorM40MTahun 2004mPasal 18 tentangmSistemmJaminanmSosialnNasional, 

meliputi: 

a. Jaminanikesehatan; 

b. Jaminanikecelakaanikerja; 

c. Jaminanihari tua; 

d. Jaminanipensiun; idan 

e. Jaminanikematian. 

 

2.1.2 Hak dan Kewajiban BadaniPenyelenggaraiJaminaniSosial 

BadanmPenyelenggaramJaminanmSosialm(BPJS) yang dibentuk oleh 

pemerintah memiliki Hak dan Kewajiban, yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomorm24 Tahunm2011 tentangnBadannPenyelenggaranJaminannSosial 

Pasali12, hak-hak tersebut meliputi:
19

 

                                                           
18

 Muchsin (et.al), Hukum Kebijakan Publik, Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya, 2002, 

hlm. 28. 
19

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 12. 
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a. Memperolehndanaioperasionalnuntuknpenyelenggaraan program yang 

bersumberidarinDananJaminannSosialidan/atau sumberilainnya sesuai 

denganiketentuaniperaturannperundang-undangan: dani 

b. Memperolehnnhasilnnmonitoringnndannnevaluasi penyelenggaraan 

program iJaminaniSosialidariiDJSN setiap 6 (enam) bulan. 

Sedangkan Kewajibanidari BadannPenyelenggaraiJaminaniSosialimenurut 

Undang-UndangnNomorm24nTahunn2011nPasal 13, meliputi:
20

 

a. memberikan nomor identitas tunggal kepada Peserta; 

b. mengembangkan aset Dana Jaminan Sosial dan asset BPJS untuk 

sebesar-besarnya; 

c. memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik 

mengenau kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil 

pengembangannya; 

d. memberikan manfaat kepada seluruh Peserta sesuai dengan Undang-

Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 

e. memberikan informasi kepada Peserta mengenai hak dan kewajiban 

untuk mengikuti ketentuan yang berlaku; 

f. memberikan informasi kepada Peserta mengenai prosedur untuk 

mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya; 

g. memberikan informasi kepada Peserta mengenai saldo jaminan hari 

tua dan pengembangannya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

h. memberikan informasi kepada Peserta mengenai besar hak pension 1 

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; 

i. membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuaria 

yang lazim dan berlaku umum; 

j. melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku 

dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial; dan 

k. melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, 

secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden dengan 

tembusan kepada DJSN. 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai badan hukumipublikiharus 

dikelolaMisesuaiMidenganmiprinsip-prinsipmisebagaiMiiberikut: transparency, 

accountabilityMiandMiresponsibility, iresponsiveness, iindepency,idan fairness.
21

 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentangiiSistemiiJaminan 

SosialnNasionalnPasal 14 ayat (2), wajibnmemberikanninformasiitentangihakidan 

kewajibanikepadaipesertaiuntukimengikutiiketentuaniyangiberlaku.
22

 

2.1.3 Kepesertaan BadaniPenyelenggaraiJaminaniSosial 

                                                           
20

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 13. 
21

 http://archives.jamsosindonesia.com/cetak/printout/276, diakses Pada Tanggal 23 Oktober 2017, 

Pukul 19.04 WIB.  
22

 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 14 ayat 

(2). 
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Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dibagi menurut jaminanMsosialMyang 

diikutinya, meliputi: 

1. Jaminan Hari Tua 

1) Kepesertaanibersifatiwajibisesuaiipenahapanikepesertaan. 

2) Kepesertaan: 

a) Penerimaiupahiselainipenyelenggarainegara: 

i. Semua pekerja baik yangibekerjaipada perusahaan 

daniperseorangan. 

ii. Orangiasing yang bekerja dimIndonesia lebih dari 6 

bulan. 

b) Bukanipenerimaiupah 

i. Pemberiikerja. 

ii. Pekerjaidi luarihubunganikerja/mandiri. 

iii. Pekerjaibukanipenerimaiupahiselainipoin 2. 

3) Pekerjambukan penerima upah selainipekerja di luar hubungan 

kerja/mandiri. 

4) Jika pengusahaimempunyai lebihmdari satu perusahaan, masing-

masing wajib terdaftar. 

5) Jika peserta bekerjamdi lebih darinsatu perusahaan, masing-masing 

wajib didaftarkan sesuai penahapan kepesertaan.
23

 

2. JaminaniPensiun 

PesertamProgram Jaminan Pensiun adalahmpekerja yang terdaftarmdan telah 

membayar iuran. Peserta merupakanmpekerja yang bekerja pada pemberi kerja 

selain penyelenggara negara, yaitu pesertampenerima upah yang terdiri dari:
24

 

1. Pekerja pada perusahaan. 

2. Pekerja pada orang perseorangan. 

Pemberiikerja jugaidapatimengikuti selain Program Jaminan Pensiunidengan 

cara sesuai dengan penahapanikepesertaan. 

Pemberi kerja/perusahaan apabila tidakmmendaftarkan Pekerjanya, maka 

Pekerja dapatmlangsung mendaftarkan dirinyamkepada BPJSmKetenagakerjaan. 

Dalam hal peserta pindahntempat kerja, maka Peserta wajibmmemberitahukan 

kepesertaannya kepadamPemberi Kerja tempatmkerja baru dengannmenunjukkan 

kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian Pemberi Kerja tempatmkerja baru 

akan meneruskan kepesertaannpekerjantersebut. 

3. JasaiKonstruksi 

                                                           
23

 http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-

Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 13.02 WIB. 
24

 http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-

Jaminan-Pensiun.html, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 13.56 WIB. 
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KepesertaanmJasanKonstruksi adalah Pemberi Kerjaiselain penyelenggara 

negara dalam usaha skalaibesar,imenengah,ikecil danimikro yang mana bergerak 

dibidangmusaha jasa konstruksinyang mempekerjakannPekerja hariannlepas, atau 

borongan,idan perjanjianmkerja waktuntertentu, Pemberi Kerja tersebut wajib 

mendaftarkan dalam ProgrammJaminanmKecelakaanmKerja (JKK) dannJaminan 

Kematian (JKM).
25

 

4. Bukan Penerima Upah (BPU) 

DapatimengikutimprogramMBPJS Ketenagakerjaan secara bertahap dengan 

cara  memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta. Dapat 

mendaftar BPJS Ketenagakerjaan atau mendaftar melalui 

wadah/kelompok/Mitra/PaymentMPoint (Aggregator/Perbankan) yang telah 

bekerjasama dengannBPJSnKetenagakerjaan.
26

 

5. JaminannKecelakaannKerja dan JaminannKematian 

Peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan 

Kematian (JKM):
27

 

a. Calon PNS dan PNS kecuali PNS Kementerian Pertahanan. 

b. PPPK. 

c. Pejabat Negara.  

d. Pimpinan / Anggota DPRD. 

PesertaNadalah setiapNorang, termasuk orang asing yangNbekerja paling 

singkat 6 (enam)ibulan di Indonesia, yangntelah membayarniuran,
28

 terdiri dari: 

Pesertanpenerima upah yangNbekerja pada Pemberi Kerja selainnpenyelenggara 

negara; meliputi:
29

 

a. Pekerja pada perusahaan; 

b. Pekerja pada orang perseorangan; dan 

c. Orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. 

Peserta bukan penerima upah:
30

 

                                                           
25

 http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Jasa-

Kontruksi.html, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 16.03 WIB. 
26

 http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-

Penerima-Upah-(BPU).html, diakses Pada Tanggal 19 Januari 2018, Pukul 17.34 WIB. 
27
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28

 Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2015 tentang  Program Jaminan Kecelakaan kerja dan 
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29
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Jaminan Kematian , Pasal 5 ayat (2). 
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a. Pemberi Kerja; 

b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan 

c. Pekerja yang tidak termasuk pekerja mandiri yang bukan menerima upah.  

Peserta penerima upah wajib mengikuti program jaminan sosial bidang 

ketenagakerjaan termasuk JKK yang didaftarkan secara kolektif oleh perusahaan. 

Sementara untuk peserta bukan penerima upah dapatimengikutiiprogramiBPJS 

KetenagakerjaannsecaraMbertahapNdengan cara memilih program yang sesuai 

dengan kemampuan dan kebutuhan peserta tersebut. Peserta bukan penerima upah 

dapat mendaftarkan secara langsungnkenKantornBPJSMKetenagakerjaan atau 

mendaftarnmelaluinwadah/ kelompok/MMitra/ Payment Point (Aggregator/ 

Perbankan) yangitelah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
31

 

2.1.4 Hubungan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan 

Lembaga lain 

Hubungan BadannJaminaniSosialidengan Lembaga lain diatur dalam Pasal 

51 Undang-UndangiNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial, dinyatakan antarailain:
32

 

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara program jaminan 

sosial, BPJS bekerja sama dengan lembaga Pemerintah. 

(2) Dalam menjalankan tugasnya, BPJS dapat bekerja sama dengan 

organisasi atau lembaga lain di dalam negeri atau di luar negeri. 

(3) BPJS dapat bertindak mewakili Negara Republik Indonesia sebagai 

anggota organisasi atau anggota internasional apabila terdapat 

ketentuan bahwa anggota dari organisasi atau lembaga internasional 

tersebut mengharuskan atas nama negara. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan antar lembaga 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bentuk kerja sama BPJS dengan Organisasi atau Lembaga Lain Dalam 

Negeri, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

dinyatakan antara lain:
33

 

Organisasi atau lembaga lain dalam negeri terdiri atas: 

a. BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan; 

                                                                                                                                                               
30

 Peraturan Pemerintah  Nomor 44 Tahun 2015 tentang  Program Jaminan Kecelakaan kerja dan 

Jaminan Kematian , Pasal 5 ayat (3). 
31

 http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja_22, diakses Pada 

tanggal 19 Januari 2018, Pukul 19.04 WIB.  
32

 Undang-Undangg Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 

51. 
33

 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 7. 
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b. Pemberi kerja; 

c. bank dan lembaga keuangan; 

d. organisasi profesi; 

e. fasilitas kesehatan; 

f. organisasi kemasyarakatan; 

g. lembaga adat; 

h. organisasi pekerja/buruh; 

i. asosiasi pengusaha; 

j. badan usaha; dan 

k. organisasi atau lembaga terkait. 

Bentuk kerja sama BPJS dengan Organisasi atau Lembaga Lain Luar 

Negeri, diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 

tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial, dinyatakan antara lain:
34

 

Organisasi atau lembaga lain luar negeri terdiri atas: 

a. penyelenggara Jaminan Sosial di negara lain; dan/atau 

b. organisasi atau lembaga lain di negara lain. 

2.2 Mahkamah Konstitusi  

2.2.1 Mahkamah Konstitusi 

Sistem Kekuasaan yudikatif atauikekuasaanikehakiman merupakanipilar 

ketigaidalamisistemikekuasaan negaraimodern, disamping kekuasaan legislatif 

dan kekuasaan eksekutif. Pada pemerintahan presidensial ataupun parlementer, 

lembaga kekuasaan kehakiman ini merupakan lembaga yang bersifat mandiri. 

Setelah perubahan UUDNRI 1945, terdapat lembaga negara baru yang 

disebut denganiMahkamahiKonstitusi, yang merupakan salahisatu lembaga 

kekuasaanikehakiman selain MahkamahiAgungidanibadan-badan peradilaniiyang 

beradandibawahnya.
35

 Secara konstitusional dalam UUDNRI 1945 menyatakan 

bahwa kekuasaan kehakiman ini terdiri dari tiga lembaga, yaitu: Pertama, 

Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUDNRI 1945. 

Kedua Komisi Yudisial sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24B UUDNRI 1945. 

Dan ketiga, MahkamahiKonstitusiisebagaimana disebutkan dalam Pasal 24C 

                                                           
34

 Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 11. 
35

 Putera Astomo,  Hukum Tata Negara Teori dan Praktek, Yogyakarta,Thafa Media, 2014. hlm 
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UUDNRI 1945.
36

 Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu sendiri merupakanisalah 

satu lembaga negaraiyang pelaku kekuasaanikehakiman yangimerdeka untuk 

menyelenggarakaniperadilan guna menegakkanihukum dan keadilan.
37

 

Mahkamahikonstitusi adalahiiisalahiinsatu pelakuiikekuasaaniikehakiman 

sebagaimanandimaksud dalam UUDNRI 1945 Pasal 24C yang berbunyi: 

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan 

terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang 

terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan 

lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang 

Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan 

tentang hasil pemilu; 

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat 

Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dengan pelanggaran oleh 

Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; 

(3) Mahkamah Konstitusi mempunyai Sembilan orang anggota hakim 

konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-

masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden; 

(4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh 

hakim kostitusi; 

(5) Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, 

serta tidak merangkap sebagai pejabat negara; 

(6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta 

ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan 

Undang-Undang; 

Agar konstitusi sebagai hukum tertinggi maka Nahkamah Konstitusi 

tersebut dibentuk menjaga konstitusi tersebut dapat ditegakkan sebagaimana 

mestinya, seperti yang dinisbatkan oleh Mahkamah Agung yang berada di 

Amerika Serikat yaitu “the guardian of the constitution”.
38

 

2.2.2  Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi 

 Mahkamah Konstitusi seperti yang seperti telah dijelaskan memiliki tugas 

dan fungsi sebagai berikut yaitu menangani perkara ketatanegaraan ataupun 

perkara konstitusional tertentu, ysng dilaksanakaniisecaraiitanggung jawab dan 

sesuaiiidengannkehendaknrakyat dan cita-citandemokrasi. 

                                                           
36
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hlm. 186. 
38

 Putera Astomo, Loc.cit. hlm. 166. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html
https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


17 

 

 

 

 Melaluinwewenangnyangnidimilikinya Mahkamah Konstitusi berfungsi 

sebagai berikut: memeriksa,imengadili,idanimemutus perkara tertentu berdasarkan 

pertimbangannkonstitusional. Terdapatnlimanfungsi yang melekat keberadaan 

MahkamahnKonstitusi danndilaksanakan melaluinwewenangnya yaitu sebagai 

pengawalnkonstitusi,ipenafsir final konstitusi,ipelindung hak asasi manusia, 

pelindungihakikonstitusional wargainegara, danipelindungidemokrasi.
39

 

Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban yang 

disebutkan pada beberapa Pasaln24C ayat (1) daniayat (2) UUD NRI Tahunn1945 

antara lain: 

1. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat 

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, 

memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai 

politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu 

dan Pemilukada) Pasal 24C ayat (1). 

2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR 

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden 

menurut UUDNRI 1945 Pasal 24C ayat (2). 

Demi menjalankan berbagai fungsi dari peradilan, maka Mahkamah 

Konstitusi melakukan penafsiran-penafsiran terhadap isi dari UUDNRI 1945, 

sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk 

menafsirkan UUDNRI 1945. Selain sebagai pengawal UUDNRI 1945 Mahkamah 

Konstitusi disebut juga sebagai the Sole Interpreter of the Constitution.
40

 

PadanPasaln10nayat (1) Undang-UndangnNomorn24nTahun 2003nsama 

persis pengaturan kewenangannMahkamahnKonstitusindalam Pasaln24Cnayat (1) 

UUDNRI 1945, dan Pasaln10nayat (2) Undang-UndangnNomorn24nTahunn2004 

menentukan bahwa “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan 

pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi 

syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam 

UUD NRI 1945”. KetentuannPasaln10nayat (1)idannayat (2)iUndang-Undang 

Nomorn24nTahunn2004 tentang MahkamahnKonstitusiMtersebut merupakan 
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implementasi dari Pasal 24C UUD NRI 1945, karena itu undang-undang sebagai 

pelakasana UUD NRI tidak boleh mengurangi maupun menambah kewenangan 

lembaga negara. 

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 88, telahnmelaksanakanntiga (3) 

kewenangannya,iyaituMmengujiMUndang-Undang terhadap UUDNRI 1945 

(judicial review), memutusiperselisihanNhasilMpemilu, danMmemutusnsengketa 

kewenangannlembaga negaranyang diatur dalam UUDNRI 1945. 

Untuk melaksanakan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi memiliki 

beberapa fungsi. Adapun fungsi menurut Jimly Asshiddiqie, adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengawal konstitusi (the guardian of the constitution) 

b. Penafsir konstitusi (the Sole Interpreter of the Constitution) 

c. Pengawal demokrasi (the guardian and the sole interpreter of the 

constitution, as well as the guardian of the process of 

democratization). 

Mahkamah Konstitusi sebagaiNpengawal konstitusiNjuga dibentuknuntuk 

menjaminnagarnkonstitusinsebagai hukumMtertinggi agar dapatiditegakkanndemi 

tegaknya keadilan, hal ini merupakan sebagaiNkonsekuensi dariNsupremasi 

konstitusi yangNdiamanatkan di dalam UUDNRI 1945. SebagaiMpenafsir 

konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakanNlembaga negaraNyangNmemiliki 

kewenanganntertinggiNdalam menentukanNtafsir yang benaritentang berbagaiihal 

yang terdapat pada konstitusi. Sebagai pengawalMdemokrasi, Mahkamah 

Konstitusi antaraNlain berperan menyelesaikanNberbagai perkara sengketaipartai 

politik, terutamaisengketa yangiterkaitidenganihasilipemilu. 

Undang-Undang No 24NTahunN2003itentang Mahkamah Konstitusi yang 

merupakan implementasi dari UUDNRI 1945. Ketentuan tentangNMahkamah 

Konstitusi,ipasalN2Nberbunyi “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu 

lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. PasalN4 

ayat (1) berbunyi ”Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang anggota 

hakim konstitusi yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. PasalN18 ayat (1) 

berbunyi ”Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh 

Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) oleh Presiden, untuk 

ditetapkan dengan Keputusan Presiden”. Ketentuan ini sama dengan bunyi Pasal 
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24C ayat (3) UUDNRI 1945. Pengisian anggota Mahkamah Konstitusi 

memperlihatkan pencerminan keseimbangan antara lembaga legislatif (DPR), 

eksekutif (Presiden), dan yudikatif (Mahkamah Agung). 

Kehadiran Mahkamah Konstitusi adalah perwujudan dariNkedaulatan 

hukumNyangNdianutNdalamNUUDNRI 1945, danNjuga secara tidakNlangsung 

merupakanNpenjawantahan dariNkedaulatan rakyat danikedaulatan Tuhan. Dalam 

melaksanakaniwewenangnya harus mematuhiNprinsip-prinsipNkedaulatanihukum 

dengan instrumennya adalahMNegara hukum IndonesiaNdan UUDNRI 1945. 

MahkamahNKonstitusi juga harus sungguh-sungguhimemperhatikan rasa 

keadilanNdari masyarakat sebagaiNpemilik kedaulatanNrakyat yang percayaNdan 

Taqwa kepadaiTuhaniYangiMahaiEsaidanimencerminkaniPancasila.
41

 

2.2.3 Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi 

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam membuat putusan harus memahami 

prosedur pembuatan putusan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentangNMahkamahnKonstitusi (Pasal 45 s.d. Pasali49), antara lain: 

1) Prosedur pembuatan putusan (Pasal 45) sebagai berikut: 

a. Mahkamah Konstitusi memutus berdasarkan UUD NRI 1945, 

sesuai alat bukti dan keyakinan hakim; 

b. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan minimal 

didasarkan 2 (dua) alat bukti; 

c. Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang 

terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang 

menjadi dasar putusan; 

d. Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 

secara musyawarah untuk mufakat; 

e. Dalam RPH setiap hakim wajib menyampaikan pendapan 

hukum (legal opinion); 

f. Dalam hal musyawarah RPH tidak mencapai mufakat, diadakan 

RPH berikutnya; 

g. Dalam hal RPH setelah berusaha sungguh-sungguh tetap tidak 

dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara 

terbanyak; 

h. Apabila pengambilan putusan dengan suara terbanyak tidak 

tercapai, suara terakhir ketua sidang RPH menentukan; 

i. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu 

juga atau hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak; 
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j. Dalam hal putusan tidak tercapai dengan mufakat, pendapat 

hakim yang berbeda dimuat dalam putusan (dissenting 

opinion). 

2) Putusan Mahkamah Konstitusi ditandatangani oleh hakim yang 

memeriksa, mengadili, dan memutus, dan panitera (Pasal 46). 

3) Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap 

sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 

(Pasal 47). 

4) Mahkamah Konstitusi memberi putusan “Demi Keadilan Ber-dasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

5) Struktur putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat (Pasal 48 ayat 

2): 

a. kepala putusan berbunyi: “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”; 

b. identitas pihak; 

c. ringkasan permohonan; 

d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam 

persidangan; 

e. pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan; 

f. amar putusan; dan 

g. hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. 

6) Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para 

pihak dalam tenggat 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan (Pasal 

49).
42

 

DalamNmengambil suatu putusanNperlu adanya rapat RPHnyangidihadiri 

sekurang-kurangnyaN7 (tujuh) HakimNKonstitusiNyangidibaca/diucapkanidalam 

sidangNplenoNterbukaNuntukiumum yang dihadiriisekurang-kurangnya 7 (tujuh) 

Hakim Konstitusi, sesuai di dalamNPasal 31 PMK Nomor 06/PMK/2005Ntentang 

PedomanNBeracaraNDalamNPerkaraiPengujian Undang-Undang.
43

 Putusan yang 

dimaksud diberi istilah putusan akhir. Namun di dalam perkembangannya terdapat 

juga jenisNputusan selaNdalamiPutusan Mahkamah Konstitusi selainidariiputusan 

akhir.  

 PMKMNomorM06/PMK/2005 tentangiPedomannBeracara Dalam Perkara 

Pengujian Undang-Undang tidaknmengatur tentangnputusannsela, namun putusan 

sela tersebut dapatndilihat di dalamnpenanganan perkaransengketankewenangan 

lembagainegaraidan perselisihan hasil pemilu. Putusan sela diatur di dalam 

BagianNKesembilanNtentangmSengketa Kewenangan Lembaga Negaramyang 
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kewenangannya diberilkan oleh UUDNRI 1945 di dalam Pasal 63 Undang-

Undang Nomorn24nTahunn2003ntentangnMahkamahnKonstitusi. namun pada 

perkara keperdataan, putusan sela yang dimintakan tidak diperbolehkan 

menyangkut soal pokok sengketa, sedangkanidalamisengketaikewenangan antar 

lembagannegaranputusaniselaitersebutimerupakanipokokisengketanya.
44

  

 PasalN56NUndang-UndangnNomorn24nTahunni2003 tentang Mahkamah 

Konstitusinmengatur tiganjenisnamarnputusan, yaituMpermohonanmtidakmdapat 

diterima, permohonan dikabulkan, danNpermohonanNditolak. Dapat diuraikan 

sebagai berikut:
45

 

1. Permohonan Ditolak 

Dalam Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang 

menyatakan permohonan ditolak, yaitu: “Dalam hal Undang-Undang 

dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun 

materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan 

permohonan ditolak”.  

2. Tidak Dapat Diterima 

Dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang 

menyatakan permohonan tidak dapat diterima, yaitu: “Dalam hal 

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak 

dapat diterima”. 

3. Dikabulkan 

Dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi diatur tentang amar putusan yang menyatakan 

permohonan dikabulkan, yaitu: “Dalam hal Mahkamah Konstitusi 

                                                           
44

 Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik, Hukum Acara Mahkamah 

Konstitusi, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, 2010, hlm. 131-132.  
45

 Ibid, hlm. 136-141. 
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berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan 

permohonan dikabulkan”. 

2.3 Pengertian Hak Konstitusional 

HAM adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap 

manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merpakan anugerah-Nya 

yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi negara, hukum, 

pemerintahan, dan seiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan 

martabat manusia.
46

 Pengertian inilah yang harus dipahami, namun lain dengan 

pengertian hak warga negara (the citizen’s rights) dengan HAM (the human 

rights) tersebut. HAM itu sendiri telah tegas tercantum dalam UUDNRI 1945, 

sehingga otomatis menjadi resmi antara HAM dan Hak Konstitusional setiap 

warga negara atau constitusional rights.
47

 

Harus ipahamu tidak semua constitusional rights identik dengan human 

rights. Ada hak konstitusional warga negara (the citzen’s constitusional rights) 

yang bukan atau tidak masuk ke dalam pengertian HAM (human rights).
48

 

UUDNRI 1945 mengakui dan menghormati hak asasi setiap individu manusia 

yang berada dalam wilayah NKRI, baik berstatus sebagai Warga Negara 

Indonesia atau bukan meskipun demikian akan diperlakukan sebagai manusia 

yang memiliki hak dasar yang diakui secara universal. Prinsip-prinsip tersebut 

berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia serta diberikan pula hak 

konstitusional dalam UUDNRI 1945.
49

 

 UUDNRI 1945 mengatur dan menentukan adanya kewajiban 

konstitusional setiap warga negara, kewajiban-kewajiban yang dimaksud terdiri 

atas: kewajiban sebagai manusia atau kewajiban asasi manusia dan kewajiban 

sebagai warga negara. Bila dibedakan lagi antara hak dan kewajiban asasu 

manusia dengan hak dan kwajiban konstitusional warga negara, maka kewajiban 

tersebut dibedakan antara lain: kewajiban asasi manusia, kewajiban asasi warga 

negara, dan kewajiban konstitusional warga negara.
50

 

                                                           
46

 Adam muhshi, Teologi dan Konstitusi, LkiS Pelangi Aksara, Yogyakarta, 2015, hlm 20. 
47

 Ibid, hlm 20. 
48

 Ibid, hlm 20. 
49

 Ibid, hlm 21. 
50

 Ibid, hlm 21. 
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 Hak konstitusional warga negar yang meliputi HAM dan hak warga negara 

yang dijamin dalam UUDNRI 1945 berlaku bagi setiap Warga Negara Indonesia. 

Hal itu dapat dilihat dari perumusan yang menggunakan frasa “setiap orang”, 

“segala warga negara”, “tiap-tiap warga negara”, atau “setiap warga negara”, yang 

menunjukkan bahwa hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap individu warga 

negara tanpa perbedaan, baik berdasarkan suku, agama, keyakinan, politik 

ataupun jenis kelamin.
51

 

 

                                                           
51

 Ibid, hlm 21-22. 
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis dalam bab-bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulanSsebagaiSberikut: 

1. DasarSPertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-

XIV/2016 menolak perkara dikarenakan pokok perkara yang diajukan oleh 

pemohon pada pokok yang berkenaan dengan BPJS sebagai satu-satunya 

penyelenggara program jaminan sosial secara nasional, kepesertaan wajib, 

manfaat jaminan sosial dalam program BPJS tidak lebih baik dari program 

yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) menjadi tidak beralasan menurut 

hukum. Hal ini berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa “Dalam 

hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan 

maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan 

permohonan ditolak”. Sehingga penulis berpendapat bahwa permohoan pada 

perkara ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sama sekali, dan terdapat kesamaan 

perkara yang terdahulu yang mana putusannya dijadikan patokan atau 

pertimbangan dalam putusan ini. Kemudian dengan adanya alasan inilah 

Hakim Mahkamah Konstiusi  menyimpulkan bahwa dalil-dalil para pemohon 

menjadi tidak beralasan menurut hukum.  

2. Setelah berlakunya Undang-Undang BPJS Nomor 24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, keberlangsungan Serikat Pekerja PT. 

PLN harus mendaftarkan kembali kepada BPJS dengan cara melakukan 

program koordinasi manfaat (Coordination Of Benefit), menyesuaikan 

dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi 

kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada 

dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial 
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tidak terjadi kerugian materiil atas hilangnya hak-hak yang telah 

diperolehnya. 

4.2 Saran 

Demi mewujudkan jaminan sosial seperti yang diamanatkan di dalam 

Pasal 28D ayat (1) UUDNRI 1945, maka semua warga negara yang belum 

mendaftarkan dirinya ke dalam program BPJS wajib mendaftarkan diri 

serta keluarganya ke dalam program jaminan sosial BPJS agar untuk 

mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


54 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Literatur/Buku: 

Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, Hukum Konstitusi dan Mahkamah 

Konstitusi, Konstitusi Press dan Citra Media, Jakarta Yogyakarta. 

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra 

Aditya Bakti, Bandung. 

Adam Muhshi, 2015, Teologi Konstitusi, LkiS Pelangi Aksara, 

Yogyakarta. 

Agusmidah, 2010,  Hukum  Ketenaga Kerjaan Indonesia Dinamika dan 

Kajian Teori, Ghalia Indonesia, Bogor.  

Anwar C, 2015, Teori dan Hukum Konstitusi (Paradigma Kedaulatan 

Dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasinya Pada 

Lembaga Negara, SETARA PRESS, Malang. 

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2008, Hukum Tata Negara Republik 

Indonesia (Pengertian Hukum Tata Negara dan Perkembangan Pemerintah 

Indonesia Sejak Proklamasi Kemerdekaan 1945 Hingga Kini),  Rineka Cipta, 

Jakarta. 

Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni’matul Huda, 1999, Teori Hukum dan 

Konstitusi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. 

Jimly Asshiddiqie, 2011, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, 

Sinar Grafika, Jakarta. 

Johny Ibrahim, 2008, Teori Dan Metodologi Hukum Normatif, 

Banyumedia, Jakarta. 

Muchsin dan Fadilah Putra, 2002, Hukum Kebijakan Publik, Universitas 

Sunan Giri Surabaya, Surabaya. 

Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum, Kencana Predana Media 

Group, Jakarta. 

Putera Astomo, 2014, Hukum Tata Negara (Teori dan Praktek), Thafa 

Media, Yogyakarta. 

Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum 

Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. 

Senjun H. Manulang, editor Andi Hamzah, 1990, Pokok-pokok hukum 

Ketenagakerjaan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta. 

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. 

Soerjono Soekanto, 1986,  Pengantar Penelitian Hukum, Universitas 

Indonesia, Jakarta. 

Zainal Asikin dkk, 2004, Dasar-dasar Hukum Perburuhan,  PT 

RajaGrafindo Persada Edisi 1 Cetakan ke lima, Jakarta. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


55 

 

 

B. Peraturan Perundang-undang: 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan 

Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

 

C. Jurnal 

Jevon Rainhard Berhitoe, 2015, Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

97/PUU-XI/2013, Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah 

Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah, 

Universitas Jember, Jember. 

Khotibul Umam, 2015, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

93/PUU-X/2012, Jurnal Konstitusi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 

Vol 12, No 4. 

 

D. Putusan 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XIV/2016  

 

E. Internet  

https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-

KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html diakses pada tanggal 4 Oktober 2017, 

pukul 12.56 WIB. 

https://www.scribd.com/mobile/document/328838771/Makalah-mahkamah-

konstitusi.html diakses pada tanggal 4 Oktober 2017, pukul 13.00 WIB. 

http://archives.jamsosindonesia.com/cetak/printout/276 diakses pada tanggal 

23 Oktober 2017, pukul 19.04 WIB. 

http://www.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

ketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Hari-Tua-(JHT).html 

diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 13.02 WIB. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html
https://www.scribd.com/mobile/document/355186372/MAKALAH-KEKUASAAN-KEHAKIMAN.html
https://www.scribd.com/mobile/document/328838771/Makalah-mahkamah-konstitusi.html
https://www.scribd.com/mobile/document/328838771/Makalah-mahkamah-konstitusi.html
http://archives.jamsosindonesia.com/cetak/printout/276
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


56 

 

 

http://www.Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Program-Jaminan-Pensiun.html 

diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 15.56 WIB. 

http://www.Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Jasa-Kontruksi.html diakses pada 

tanggal 19 Januari 2018, pukul 16.03 WIB. 

http://www.Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosialketenagakerjaan.go.id/page/program/Bukan-Penerima-Upah-(BPU).html 

diakses pada 19 Januari 2018, pukul 17.34 WIB. 

http://www.taspen.co.id/ diakses pada tanggal 19 Januari 2018, pukul 17.45 

WIB. 

http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja_22 

diakses pada tanggal 19.04 WIB.  

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://www.taspen.co.id/
http://www.jamsosindonesia.com/program/view/jaminan-kecelakaan-kerja_22
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

